




A. Latar Belakang 
 Perkembangan suatu kota dicirikan dengan perkembangan penduduknya.  
Perkembangan penduduk kota mempengaruhi kota dengan meluasnya wilayah 
terbangun dan tingginya kepadatan penduduk di beberapa bagian kota. 
Perkembangan kota juga dipengaruhi oleh fungsi suatu kota dimana kota tersebut 
mengalami peningkatan kegiatan yang menyebabkan peningkatan tuntutan ruang 
untuk lokasi sarana dan prasarana kegiatan. Perkembangan kota yang dipengaruhi 
oleh dua hal tersebut menyebabkan fisik kota akan tumbuh ke daerah-daerah 
pinggiran di sekeliling kota
1
. 
 Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan setiap tahunnya meningkat, 
menurut Badan Statistik Kota Pasuruan pada tahun  2012 sebanyak 190.191 jiwa 
sampai dengan tahun 2015 sebanyak 194. 815 jiwa. Dengan seperti itu kepadatan 
penduduk di Pasuruan selalu mengalami kenaikan
2
. Hal seperti ini mengakibatkan 
pembangunan pemukiman dari tahun ke tahun semakin sempit.  
 Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk tersebut erat hubungannya 
dengan salah satu faktor penting dalam kehidupan yaitu tanah. Tanah sangat erat 
hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan 
setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah 
tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggal pun masih berhubungan 
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dengan tanah. Tanah yang produktif semakin lama semakin sempit, sementara 
yang menggunakan semakin bertambah, dan hal ini akan mempengaruhi terhadap: 
1) hasil Produktif peranian; 2) Luas tanah; 3) Jumlah tenaga kerja
3
. Permasalahan 
ini dianggap penting karena penyusutan lahan atau tanah pada akhirnya 
menyangkut alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi perumahan. Satu-satunya 
bumi yang dihuni memerlukan penyelamatan dari ancaman yang dibuat manusia 
sendiri dan bumi ini masih bisa menompang kehidupan manusia, berapapun 
pertambahan penduduknya asalkan pembangunan dilangsungkan secara bijaksana 
dengan mengidahkan keutuhan fungsi lingkungan dalam proses perkembangan
4
. 
 Luas tanah pertanian di Kota pasuruan sebelum ada peraturan yang 
mengatur rencana tata ruang kota dan wilayah yaitu sebagai berikut : 
Tabel 1.1 Luas baku Lahan Sawah di Kelurahan Sekargadung  
Tahun 2005-2009 
No. Tahun Teknis (Ha) 
1. 2005 1,90 
2. 2006 1,88 
3. 2007 1, 74 
4. 2008 1, 66 
5. 2009 1,51 
Jumlah 8,69 Ha 
Sumber: Pasuruan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2010 
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 Berdasarkan tabel diatas bahwa sawah beririgasi teknis Kelurahan 
Sekargadung tahun 2009 adalah 1,51 Ha, apabila dibandingkan dengan tahun 
2005 yang luasnya 1,90 Ha berarti terjadi penurunan sebesar  ± 0,0341%. Hal ini 
antara lain disebabkan karena berkembangnya pembangunan permukiman, 
industri dan perkantoran. Lahan pertanian ini sebelum adanya peraturan tentang 
rencana tata ruang kota dan wilayah terkait dengan pengalihan fungsi. Pada tahun 
itu lahan pertanian di Kota Pasuruan masih luas dan masih sedikit terjadi 
penyimpangan. 
 Sedangkan pada tahun 2011 sampai 2015 luas wilayah di Kota Pasuruan 
sudah banyak yang dialihfungsikan menjadi permukiman. Berikuta data lahan 
petanian di tahun 2011 sampai 2015: 
Tabel 1.2 Luas Lahan Sawah Irigasi tahun 2011-2015 
No. Tahun Teknis (Ha) 
1. 2011 1, 51 
2. 2012 1,43 
3. 2013 1,21 
4. 2014 1,11 
5. 2015 0,93 
Jumlah 6,19 Ha 
  Sumber: BPS tahun 2015 
 Dapat disimpulkan bahwa luas lahan pertanian di Kelurahan Sekargadung 
dari tahun ketahun mengalami penurunan. Pada tahun ini penyimpangan terkait 
dengan tata ruang terjadi, seperti pengalihan lahan pertanian yang dijadikan 
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sebagai permukiman. Banyaknya permintaan akan lahan permukiman bisa 
mengakibatkan lahan pertanian banyak dialihfungsikan ke lahan permukiman, hal 
ini dapat mengakibatkan lama kelamaan lahan pertanian di sekitar Kelurahan 
Sekargadung habis dan potensi hasil pertanian tidak ada lagi. 
 Dari data di atas dapat dilihat di Kelurahan Sekargadung lahan pertanian 
dari tahun ketahun semakin terkuras atau menurun, dapat disimpulkan bahwa 
lahan pertanian banyak di manfaatkan menjadi permukiman masyarakat. bahwa 
data yang terkait penggunaan lahan untuk permukiman yang terbanyak yaitu di 
Kecamatan Purworejo, Kecamatan Purworejo itu meliputi Kelurahan Pohjentrek, 
Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan 
Kebonagung, Kelurahan Purworejo dan Kelurahan Sekargadung. 
 Menurut data terkait dengan lahan yang diperuntukan pembangunan 
permukiman, bahwa Kota pasuruan dari total luas wilayah sekitar 65,85% nya 
berupa wilayah terbangun. Kecamatan Bugul Kidul adalah wilayah terbesar, 
luasnya hampir mencapai separuh luas wilayah kota dengan wilayah terbangun 
hampir mendekati 70% dari luas wilayah kecamtannya. Sedangkan Kecamatan 
Purworejo adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil namun wilyah 
terbangunnya ampir mencapai 70% dari luasnya. Dapat diambil kesimpulan 
bahwa lahan pertanian di Kecamatan Purworejo,salah satunya di Kelurahan 
Sekargadung sebagian besar lahan pertanian banyak yang dialih fungsikan 
dijadikan permukiman.  
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 Berikut data terkait dengan alih fungsi lahan pertanian yang di jadikan 
lahan permukiman di Kelurahan Sekargadung: 
Tabel 1.3 Alih Fungsi Lahan Pertanian yang dijadikan Lahan Permukiman 
di Kecamatan Purworejo Tahun 2015 
No Kelurahan Tanah Sawah Bangunan 
1. Pohjentrek 65,00 62,62 
2. Wirogunan 30,30 25,69 
3. Tembokrejo 32,40 37,15 
4. Purutrejo 8,45 106,81 
5. Kebonangung 25,00 61,12 
6. Purworejo 28,00 74,90 
7. Sekargadung 75,00 75,98 
Jumlah 264,15 Ha 444,27 
 Sumber: Kota Pasuruan Dalam angka 2015 
 Proses alih fungsi lahan pertanian jika dilihat dari peraturan rencana tata 
ruang wilayah kota banyak yang melakukan penyimpangan, pasalnya dilihat dari 
data alih fungsi bahwa lahan pertanian yang ada tidak seimbang dengan lahan 
pemabangunan. Lahan pertanian masih kalah jauh dengan luas lahan yang 
terbangun, dengan ini lahan pertanian banyak menyumbangkan lahannya untuk 
lahan permukiman. Dilihat secara lapangan bahwapemerintah lebih 
mengutamakan lahan permukiman dibanding lahan pertanian,  lahan pertanian lah 
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yang menjadi tujuan pertama untuk dibangunnya lahan permukiman di Kota 
Pasuruan. 
Tidak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan Kota 
Pasuruan  berpengaruh terhadap perubahan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan 
tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak 
terbaharukan. 
Salah satu fenomena dalam pemanfaatan lahan adalah adanya alih fungsi 
lahan (konversi) lahan. Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya 
kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari 
sektor non-pertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. 
Untuk negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia, tuntutan 
pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan 
industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak lahan 
sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih fungsi 
untuk penggunaan tersebut. 
Implementasi tata ruang kota di kota Pasuruan masih kurang maksimal, 
pasalnya banyak lahan pertanian yang di jadikan lahan perumahan yang bisa 
merusak hasil pertanian dan perekonomian masyarakat. Secara kontradiktif 
kecenderungan pembangunan tata ruang Kota Pasuruan belum mampu memenuhi 
ketentuan undang-undang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota 
paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Pada tahun 2013 
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ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pasuruan baru mencapai sekitar 20 
persen
5. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan 
yang berkembang dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut 
meningkatnya permintaan akan lahan. Dimana lahan pertanian produktif akan 
dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, fasilitas penunjang pariwisata 
seperti hotel, villa, home stay, dll. Hal inilah yang kemudian mendorong 
terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian atau industri. 





1 Taman Alun-alun Jl. KH. Wachid Hasyim     19 540 
2 Taman Kota Jl. Pahlawan     4 800 
3 Taman Sarinah Jl. Balaikota      920 
4 Median Jalan Raya Jl. Raya Sukarno-Hatta     1 000 
5 Taman Perkantoran Jl. Pahlawan     8 000 
6 Taman Monumen ALRI Jl. A. Yani      915 
7  Taman Tugu Adipura Jl. Panglima Sudirman      15 
8  Taman Slagah Jl. Slagah      40 
9 Taman Batas Kota Karangketug Jl. A. Yani      120 
10 Taman Batas Kota Blandongan Jl. Ir. H. Juanda      100 
11 Taman “R” RSUD dr. Soedarsono Jl. Setiabudi      72 
12 Taman “R” Krampyangan Jl. Setiabudi      69 
13 Taman Berm Jalan Achmad Yani Jl. A. Yani     1 065 
14 Taman Berm Jalan Dr. Wahidin Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo      900 
15 
Taman Berm Jalan Untung 
Suropati 
Jl. Untung Suropati      625 
16 Taman Berm Jalan Gajah Mada Jl. Gajah Mada      639 
17 Taman Berm Jalan Pahlawan Jl. Pahlawan      650 
18 Taman Berm Jalan Balai Kota Jl. Balaikota      675 
19 Taman Stasiun Jl. Stasiun      300 
20 Sejumlah taman di 
 
   4 032 000 
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 Perkantoran, Sekolah dan Jalan 
Kota   
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan 
 
Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya 
tidak berpihak pada sektor pertanian itu sendiri. Hal ini terlihat dengan semakin 
banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Lahan 
pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman dan 
industri yang tidak bertanggung jawab. Alih fungsi lahan pertanian merupakan 
konsekuensi dari akibat meningkatnya aktivitas dan jumlah penduduk serta 
pembangunan yang lainnya. 
Grafik 1.1 Alih Fungsi Lahan Pertanian 2013-2014 
 
  Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan 
Pada tahun 2013, terjadi perubahan lahan pertanian di Kota Pasuruan 
seluas 25 ha, masing-masing untuk permukiman seluas 25 ha dan untuk industri 
seluas 10 ha. Perubahan lahan tersebut terjadi di Kecamatan Gadingrejo seluas 8 
ha, 4 ha untuk permukiman dan 4 ha untuk industri. Di Kecamatan Purworejo 
seluas 3 ha, 2 ha untuk permukiman dan 1 ha untuk industri, Kecamatan Bugul 













Kecamatan Panggungrejo seluas 11 ha, 9 ha untuk permukiman dan 2 ha untuk 
industri. 
Pada tahun 2014, terjadi perubahan lahan pertanian di Kota Pasuruan yaitu 
untuk permukiman seluas 15 ha. Perubahan lahan tersebut terjadi di Kecamatan 
Gadingrejo seluas 2 ha untuk permukiman. Di Kecamatan Purworejo seluas 4 ha, 
Kecamatan Bugul Kidul 6 ha dan di Kecamatan Panggungrejo 3 ha, yang 
kesemuanya untuk permukiman. Berkurangnya lahan pertanian ini sangat 
disesalkan, apalagi jika lahan pertanian tersebut adalah lahan sawah teknis yang 
produktif. Dampak yang akan terjadi akibat berkurangnya lahan pertanian adalah 
berkurangnya produksi padi yang dapat mengancam ketesediaan pangan di Kota 
Pasuruan. Pada sisi yang lain, dapat muncul dampak negatif lain diantaranya 




Berkurangnya lahan pertanian ini sangat disesalkan, apalagi jika lahan 
pertanian tersebut adalah lahan sawah teknis yang produktif. Dampak yang akan 
terjadi akibat berkurangnya lahan pertanian adalah berkurangnya produksi padi 
yang dapat mengancam ketesediaan pangan di Kota Pasuruan. Pada sisi yang lain, 
dapat muncul dampak negatif lain diantaranya banjir, hilang atau punahnya 
beberapa spesies hewan karena habitat mereka terganggu dan sebagainya. 
 Pertanian secara alamiah sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan 
dan kelangsungan ekosistem masyarakat. Hal ini sepertinya tidak hanya berlaku 
pada masa lampau, melainkan juga masa sekarang dan yang akan datang. Sebagai 
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sektor kehidupan pertanian hampir dikatakan mutlak dibutuhkan oleh keseluruhan 
kehidupan dan masyarakat. Namun dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke 
nonpertanian mengakibatkan masa depan pertanian menjadi terancam. Hal ini 
dapat dilihat dari semakin banyaknya lahan pertanian dialih fungsikan menjadi 
perumahan, pertokoan, industri dan pembangunan pariwisata yang menyebabkan 
lahan pertanian terabaikan dan bahkan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, sehingga lahan pertanian produktif semakin berkurang bahkan bisa 
habis di masa mendatang, jika alih fungsi lahan pertanian tersebut tidak 
dikendalikan. 
 Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka sudah ada kepedulian 
dari pemerintah pusat untuk melindungi lahan pertanian yang semakin hari 
semakin menyusut tinggal bagaimana implementasinya pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Terkait dengan peraturan undang-undang yang mengatur 
perlindungan lahan pertanian, di Kota Pasuruan melalui Peraturan Daerah Nomor 
1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah 2011-2031 pasal 35 
sudah menjelaskan mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan yaitu 
meliputi “ Pengendalian alih fungsi pada lahan pertanian berkelanjutan dengan 
luas lebih kurang 605 (enam ratuslima)  hektar di Kelurahan Blandongan, Kepel, 
Tapaan, Bakalan, Sekargadung, Tembokrejo, Pohjentrek, Krapyakrejo dan 
Karangketug dan penerapan insentif bagi pemilik lahan sawah irigasi teknis”, 
yang artinya melindungi lahan pertanian yang berkelanjutan agar tidak beralih 
fungsi menjadi lahan non pertanian, tetapi di Kota Pasuruan masih belum ada 
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peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai alih fungsi tanah 
pertanian menjadi pemukiman yang menjadi permasalahan penting. 
 Dengan demikian tata ruang kota di Kota Pasuruan masih kurang sesuai, 
dengan adanya alih fungsi lahan yang pruduktif menjadin non produktif. 
Disamping itu, kurang adanya pengawasan dari pemerintah terkait hal tersebut, 
sehingga peneliti membuat judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA 
RUANG KOTA DAN WILAYAH DALAM PENYEDIAAN LAHAN 
PEMUKIMAN MASYARAKAT  (Studi Tentang Alih Fungsi Tanah 
Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kelurahan Sekargadung 
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan diatas tentang implementasi tata ruang kota terhadap 
pembangunan perumahan studi tentang ahli fungsi lahan pertanian terhadap tata 
ruang kota di kota pasuruan terdapat rumusan masalah anatara lain  
1. Bagaimana implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap pembangunan 
perumahan studi tentang alih fungsi lahan pertanian terhadap tata ruang 
Kota Pasuruan? 
2. Permasalahan yang di hadapi pemerintah terkait dengan implementasi 
kebijakan tata ruang kota terhadap pembangunan perumahan studi tentang 




C. Tujuan Penelitian  
 Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk “ Mengetahui 
Implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap pembangunan perumahan studi 
tentang ahli fungsi lahan pertanian terhadap tata ruang kota di Kota Pasuruan” 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, juga 
dapat memperkaya konsep teori sesuai dengan judul, khusunya mengenai 
implementasi tata ruang kota terhadap pembangunan perumahan studi tentang 
ahli fungsi lahan pertanian terhadap tata ruang kota ataupun kabupaten lainnya. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan rekomendasi perbaikan 
kinerja pemerintah daerah tingkat kota atau kabupaten dalam penyelenggaraan 
tata ruang, khususnya juga bagi pemerintah Kota Pasuruan dalam tata ruang 
kota di Kota Pasuruan. 
E. Definisi Konsep  
 Berdasarkan judul dalam penelitian ini yakni “Implementasi Kebijakan 
Tata Ruang Kota Dan Wilayah Dalam Penyediaan Lahan Pemukiman Masyarakat  
(Studi Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di 
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Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)”, maka dapat 
diturunkan ke dalam tiga konsep berikut ini. 
1. Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas 
dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan 
itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh 
publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan 
perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, 
tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan 
optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah 
produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan 
evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi 
dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari 
kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan 




Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa 
yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas 
program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang 
nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh 
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Van Meter dan Van Horn, dimana keduanya membatasi 
implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 




2. Tata Ruang Kota dan Wilayah 
Menurut UU no 26 tahun 2007 Tata ruang adalah wujud struktur 
ruang dan pola ruang
10
. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat 
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi 
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang 
untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (DPR 
RI, 2007). Penataan ruang wilayah kota bertujuan mewujudkan Kota 
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Pasuruan sebagai pusat perniagaan yang bertaraf nasional dengan 
bertumpu pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang manusiawi dan 
ramah lingkungan menuju masyarakat madani dan sejahtera.    
Menurut Undang-undang no 26 tahun 2007 mendefinisikan ruang 
merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang ketersediannya 
terbatas. Ruang itu sendiri dapat dibedakan menjadi ruang darat, laut, 
ruang udara dan ruang dalam bumi.  
3. Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Tata Ruang  
Menurut Iqbal dan Sumaryanto , secara empiris lahan pertanian 
yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah
11
. Hal tersebut 
disebabkan oleh kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai 
agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi 
dibandingkan agroekosistem lahan kering. Daerah pesawahan banyak yang 
lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan, infrastruktur wilayah 
pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering, serta 
pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan 
sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, 
dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu  ekosistem pertaniannya 
dominan areal persawahan. 
Nugroho, I. dan Rokhim Dahuri  mendefinisikan ahli fungsi lahan 
sebagai suatu mekanisme yang mempertemukan permintaan dan 
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penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembangaan lahan baru 
dengan karakteristik sistem produk yang berbeda
12
. Fenomena alih fungsi 
lahan adalah bagaian dari perjalanan transformasi struktur ekonomi 
nasional. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang memusat di wilayah 
perkotaan menuntut ruang yang lebih luas ke arah luar kota bagi berbagai 
aktivitas ekonomi dan untuk permukiman. Sebagai akibatnya, wilayah 
pinggiran yang sebagian besar berupa lahan pertanian sawah beralih fungsi 
menjadi lahan nonpertanian dengan tingkat peralihan yang beragam antar 
periode dan wilayah.  
Lahan pertanian produktif merupakan aset penting dalam 
pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan atas dua hal yaitu besarnya 
biaya investasi dalam bentuk sarana dan prasarana irigasi dan pencetakan 
sawah baru serta lamanya waktu yang dibutuhkan sejak awal pencetakan 
sawah sampai terbentuknya lahan sawah dengan tingkat produktivitas 
yang tinggi. Pada kondisi adanya pilihan terbuka bagi para investor untuk 
menanamkan modalnya maka alih fungsi lahan pertanian pada daerah 
dengan infrastruktur yang baik dan sekaligus sebagai pusat pasar yang 
besar tidak dapat dihindarkan.  
Persoalan sumber daya lahan yang dinilai cukup serius belakangan 
ini adalah alih fungsi lahan produktif yang cukup besar. Alih fungsi lahan 
berlangsung secara terus menerus sejalan dengan peningkatan 
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pembangunan yaitu untuk keperluan bidang industri, pariwisata, 
pemukiman dan sebagainya. 
F. Definisi Operasional 
 Adapun variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian 
ini guna menganalisa lebih lanjut mengenai Tata Ruang Kota dan Wilayah ialah 
sebagai berikut. 
1. Aspek Legalitas 
a. Ada tidaknya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota dan RDTR. 
b. Ada tidaknya kebijakan pengendalian alih fungsi tanah pertanian dalam 
bentuk Peraturan Daerah dan RKPD  
2. Implementasi 
a. Pengawasan dan pengendalian tata ruang melalui perizinan  
b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pemerintah terkait 
dengan tata ruang. 
c. Koordinasi Lintas Sektor 





F. Metode Penelitian 
 Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu langkah-langkah untuk 
melakukan penelitian
13
. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan langkah 
sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. Berikut 
uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Jenis Penilitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengarah pada 
pemberian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi di lapangan
14
. 
Penelitian diskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 
menejelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis hanya 
bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau 
membandingkan
15
. Dimana dalam penelitian ini akan menggambarkan 
tentang implementasi kebiajakan tata ruang kota dan wilayah dalam 
penyedian lahan pemukiman.  
2. Subyek Penelitian 
Menurut Zuriah Subyek penelitian adalah orang yang diminta 
keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek 
penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive 
sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan 
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dengan kriteria tertentu. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data 
dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga 
mempermudah peneliti menjelejahi obyek atau situasi sosial yang sedang 
diteliti
16
. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini ialah : 
1. Kepala Bappeda Kota Pasuruan dengan asumsi narasumber mengetahui 
perihal tata ruang Kota Pasuruan 
2. Kepala Kelurahan Doropayung Kecamatan Bugul Kota Pasuruan. 
3. Masyarakat Kota pasuruan dengan asumsi narasumber mengetahui 
perihal alih fungsi lahan pertanian dijadikan pemukiman. 
3. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh. Sumber data 
yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh penelitian 
secara langsung dari sumbernya
17
. Dengan kata lain, data primer 
didapatkan peneliti pada saat turun ke lapangan. Sebagaimana data 
primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan 
informan perihal Impelentasi kebijakan tata ruang kota dan wilayah 
dalam peneyediaan lahan pemukiman. 
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2. Sumber data sekunder merupakan data atau keterangan yang diperoleh 




4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
a. Observasi 
Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) 
namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena 
yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian 
ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-
gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. 
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi terkait 
implementasi kebijakan tata ruang kota dan wilayah dalam 
penyediaan lahan pemukiman. Sehingga peneliti memiliki gambaran 
terkait implementasi kebijakan tata ruang.  
 
 






Teknik Dokumentasi digunakan untuk memeroleh data-data yang 
sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Penelitian tinggal 
memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan dengan 
cara mencatat ulang, memotret, foto copy, atau membeli
19
. 
5. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Pasuruan. Pertimbangannya ialah Dinas 
Bappeda Kota Pasuruan dalam hal implementasi kebijakan terkait dengan 
tata ruang kota dan wilayah. 
6. Teknik Analisa Data 
Analisa data merupakan proses penting dalam suatu penelitian 
mengingat tahapan ini diperuntuhkan untuk menyajikan data yang telah 
diperoleh selama penelitian berlangsung. Sebagaimana menurut Bogdan & 
Biklen (1982) yang mengungkap bahwa analisasikan data, memilah-
milahnya, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan data yang 
akan dideskripsikan
20
. Adapun tahapan pemprosesan data guna 
menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah ialah 
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pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi 
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